
i 
 

  

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KINERJA (LAKIN)  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALAN VETERAN NO. 299 TIPES, SERENGAN 

SURAKARTA 

KPP MADYA SURAKARTA 

KINERJA 
2024 
JALAN VETERAN  NO 299 

TIPES, SERENGAN, 

SURAKARTA 

LAPORAN 

www.pajak.go.id 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta Tahun 

2024. Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja 

KPP Madya Surakarta selama Tahun 2024 dalam bentuk yang terukur berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Permenpan Nomor 53/2014). 

Berdasarkan LAKIN ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

telah sesuai dengan sasaran dan apakah telah mengacu pada visi dan misi seperti yang 

telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjadi Mitra Tepercaya 

Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui 

Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan 

Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola 

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, 

Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" dengan : 

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas 

dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, 

dan bermotivasi. 

Sebagai wujud komitmen KPP Madya Surakarta yang merupakan bagian dari 

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI si seluruh unit DJP 

disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan 

Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI 

KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan 

dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun 

Perbaikan. 

 



iii 
 

Demikian LAKIN ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

transparan atas kinerja KPP Madya Surakarta secara keseluruhan. 

 

Surakarta, 21 Januari 2025 

Kepala Kantor, 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ditandatangani Secara Elektronik 

Yunus Darmono 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta merupakan instansi vertikal pada 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. 

Sesuai dengan KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, 

dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana 

Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama 

Purworejo mengalami perubahan jenis menjadi KPP Madya baru, yakni Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Surakarta yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021. 

 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP 

Madya Surakarta mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, 

pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 

Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Surakarta 

menyelenggarakan fungsi antara lain: 

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;  

2. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;  

3. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;  

4. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

5. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat;  

6. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;  

7. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan;  

8. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;  
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9. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan 

eksternal;  

10. pemutakhiran basis data perpajakan;  

11. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;  

12. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;  

13. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;  

14. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;  

15. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan  

16. pelaksanaan administrasi kantor. 

  Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;  

3. Seksi Pelayanan;  

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;  

5. Seksi Pengawasan I;  

6. Seksi Pengawasan II;  

7. Seksi Pengawasan III;  

8. Seksi Pengawasan IV;  

9. Seksi Pengawasan V;  

10. Seksi Pengawasan VI; dan 

11. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

Kepala KPP Madya Surakarta 

Yunus Darmono 

Kepala Subbagian Umum dan 
Kepatuhan Internal 

Yamti Rakhmani 

Kelompok Jabatan Fungsional 
(Supervisor) 

Tulus Haryono 
Purnomo 

Khamim Alamsyah 
Ariedoni Setiarta 
Adang Sutiawan 
Taat Triwibowo 

 

Kepala Seksi  
Pelayanan 

Dirgo Handoko 

Kepala Seksi Penjaminan 
Kualitas Data 

Esti Hartari 

Kepala Seksi Pemeriksaan, 
Penilaian, dan Penagihan 

Muhamad Ganiyoso 

Kepala Seksi 
Pengawasan I 

F. Heri Purwanto 

Kepala Seksi  
Pengawasan V 
Abdul Nasyir 

Kepala Seksi  
Pengawasan IV 
Yasin Haryanto 

Kepala Seksi 
Pengawasan II 

Mulyanto 

 

Kepala Seksi 
Pengawasan III 
Radik Purwoko 

Kepala Seksi  
Pengawasan VI 

Sugeng Rachwono 
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B. Peran Strategis KPP Madya Surakarta 

  KPP Madya Surakarta merupakan instansi pemerintah yang dalam 

pelayanannya langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya pegawai KPP Madya Surakarta diharapkan bersih 

dari berbagai penyelewengan wewenang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran maka 

disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Nota Dinas Direktur 

Jenderal Pajak Nomor ND-391/PJ/PJ.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu 

Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). 

 

C. Visi dan Misi 

Visi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas 

mengenai sosok organisasi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. 

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa 

untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi 

Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka 

mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkeadilan.” Sedangkan untuk KPP Madya Surakarta mempunyai visi “Menjadi Kantor 

Penghimpun Penerimaan Pajak terdepan  melalui sumber daya manusia yang 

profesional, berintegritas dan bertanggungjawab.” 

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan 

tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal 

Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan 

pemerintah.  

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah  

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas 

dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 
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3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, 

dan bermotivasi. 

KPP Madya Surakarta mempunyai misi “Menghimpun penerimaan negara 

melalui sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dengan 

memberikan edukasi dan layanan prima kepada wajib pajak.” 

 

D. Nilai-Nilai 

 Direktorat Jenderal Pajak menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta 

kaidah-kaidah Perilaku Utama yang dipedomani dalam keseharian setiap pegawai di 

KPP Madya Surakarta yaitu: 

Tabel 1.1 Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 

NILAI-NILAI PERILAKU UTAMA 

INTEGRITAS 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 
2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela 

PROFESIONALISME 1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas 
2. Bekerja dengan hati 

SINERGI 1. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan 
menghormati 

2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik 

PELAYANAN 1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan 
pemangku kepentingan 

2. Bersikap proaktif dan cepat tanggap 

KESEMPURNAAN 1. Melakukan perbaikan terus menerus 
2. Mengembangkan inovasi dan kreativitas 

 

E. Wilayah Kerja 

 Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta meliputi seluruh wilayah 

Jawa Tengah II sejumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari  

1. Kabupaten Banyumas  

2. Kabupaten Cilacap 

3. Kabupaten Purbalingga 

4. Kabupaten Banjarnegara  

5. Kabupaten Purworejo  

6. Kabupaten Kebumen 

7. Kota Magelang  

8. Kabupaten Magelang  

9. Kabupaten Temanggung  

10. Kabupaten Wonosobo  

11. Kota Surakarta  

12. Kabupaten Karanganyar  
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13. Kabupaten Sragen  

14. Kabupaten Klaten  

15. Kabupaten Sukoharjo 

16. Kabupaten Wonogiri  

17. Kabupaten Boyolali 

 

F. Sumber Daya Manusia 

  KPP Madya Surakarta didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 

116 (seratus lima belas) orang pada 31 Desember 2024, yang terbagi sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Data Jumlah Pegawai Per Seksi 

No Seksi Bagian Jumlah Pegawai 

1 Kepala KPP Madya 1 

2 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 11 

3 Seksi Pelayanan 16 

4 Seksi Penjaminan Kualitas Data  4 

5 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 8 

6 Seksi Pengawasan I 9 

7 Seksi Pengawasan II 7 

8 Seksi Pengawasan III 7 

9 Seksi Pengawasan IV 9 

10 Seksi Pengawasan V 9 

11 Seksi Pengawasan VI 8 

12 Fungsional Pemeriksa Pajak 28 

13 Fungsional Penilai 1 

14 Fungsional Penyuluh 6 

 Total 117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kepala KPP Madya

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Seksi Pelayanan

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pengawasan I

Seksi Pengawasan II

Seksi Pengawasan III

Seksi Pengawasan IV

Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan VI

Fungsional Pemeriksa Pajak

Fungsional Penilai

Fungsional Penyuluh
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Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 

No Jabatan Jumlah Pegawai 

1 Pejabat Administrator 1 

2 Pejabat Pengawas 10 

3 Fungsional  35 

4 Account Representative 40 

5 Pelaksana 31 

 Jumlah 117 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4 Data Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 DI/DIII 29 

2 S1/D4 59 

3 S2 29 

 Jumlah 117 

   

 

 

 

25%
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Data Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan

DI/DIII

S1/D4

S2

1%9%

30%

34%

22%

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas

Fungsional

Account Representative

Pelaksana
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Tabel 1.5 Data Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan 

No Tingkat Pangkat/ Golongan Jumlah Pegawai 

1 Pembina Utama Muda / IVc 5 

2 Pembina Tk.I/IVb 5 

3 Pembina/IVa 9 

4 Penata Tk.I/IIId 29 

5 Penata/IIIc 9 

6 Penata Muda Tk.I/IIIb 34 

7 Penata Muda/IIIa 3 

8 Pengatur Tk.I/IId 5 

9 Pengatur/IIc 11 

10 Pengatur Muda Tk.I/IIb 7 

 Jumlah 117 
 

G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Sebagai wujud komitmen KPP Madya Surakarta yang merupakan bagian dari 

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI si seluruh unit DJP 

disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan 

Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI 

KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga 

masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, 

Hapus, maupun Perbaikan. 
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H. Sistematika Pelaporan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN 

disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

B. Peran strategis instansi yang bersangkutan 

C. Visi dan Misi 

D. Nilai-Nilai 

E. Wilayah Kerja 

F. Sumber Daya Manusia 

G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

H. Sistematika laporan 

Bab II Perencanaan Kinerja 

1. Rencana Strategis 

2. Penetapan Kinerja 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

D. Kinerja Lain-Lain 

Bab IV Penutup 

Lampiran 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Rencana  strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan 

yang bersifat mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana strategis ini 

diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatan kinerja di dalam organisasi. 

Rencana Strategis (Renstra) KPP Madya Surakarta disusun dengan 

memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada 

prinsipnya rencana strategis tersebut harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan 

seluruh pegawai. Selain itu, segenap jajaran pegawai dari tingkat pimpinan tertinggi 

sampai dengan petugas pelaksana di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya harus 

didorong untuk lebih meningkatkan integritasnya, bekerja secara profesional, 

kooperatif, dan memiliki semangat melayani yang tinggi sehingga dapat dipercaya dan 

dibanggakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan negara. 

Sebagai implementasi visi, misi, dan tujuan yang terukur yang akan dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu, maka perlu dibentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai. 

Sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang strategis. 

Berdasarkan uraian tersebut KPP Madya Surakarta menetapkan sasaran yaitu 

tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 yang sudah ditetapkan sejumlah Rp. 

5,616,485,208,000,- 

 

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 

  Untuk dapat merealisasikan program yang telah ditetapkan, maka program  

tersebut dinyatakan dalam Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama, Target, 

dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehubungan dengan adanya reorganisasi 

instansi vertikal DJP Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka disampaikan Nota Dinas Direktur Jenderal 

Pajak Nomor ND-215/PJ/2021 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan IKU 

dan Manual IKU Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran 

Strategis, Indikator Kinerja Utama, target KPP Madya Surakarta adalah sebagai 

berikut: 
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Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

Target 

Stakeholder Perspective    

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 
  

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100% 

1b-CP 
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

100 

Customer Perspective    

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   

2a-CP 
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 
PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 

100% 

2b-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100% 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi   

3a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM) 

100% 

Internal Process Perspective    

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 
  

4a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan 

74% 

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 100% 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif   

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 90% 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif   

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 
keterangan WP Strategis 

100% 

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100% 

6c-N 
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 
waktu 

100% 

7 Penegakan hukum yang efektif   

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75% 

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100% 

8 Data dan informasi yang berkualitas   
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8a-CP 
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat 
Keterangan 

100% 

 
 

  

Learning & Growth  Perspective    

9 SDM yang kompeten   

9a-N 
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 
SDM 

100 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85 

9c-N 
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 
manajemen risiko  
 

90 

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel   

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

 Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara 

teknis disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan 

implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang dituangkan dalam Pengukuran Kinerja 

(PK). 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

  Pada bagian ini disajikan Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tahun 2024 KPP Madya Surakarta sebagai berikut : 
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1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase realisasi penerimaan pajak 

 

 

 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

KPP Madya Surakarta pada tahun 2024 mendapatkan target 

penerimaan pajak netto tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,485,208,000,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 5,616,932,158,520,- atau 100,05% dengan indeks 

capaian 100,05%.  

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target tersebut antara lain : 

- penggalian potensi WP grup dan transfer pricing; 

- pengawasan kepatuhan pembayaran masa melalui Surat Tagihan Pajak, 

dinamisasi, dan data matching; 

- pengawasam kepatuhan material melalui bedah profil Wajib Pajak, SP2DK, 

konseling, dan visit ke lokasi Wajib Pajak; 

- penggalian sumber penerimaan baru melalui analisa mandiri dan 

pemanfaatan data dari pihak ketiga; 

- kolaborasi dengan unit kerja lain, sebagai contoh joint program; dan 

- melakukan upaya percepatan pemeriksaan serta percepatan pencairan dan 

penagihan piutang pajak. 
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b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto  

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

  Target untuk tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi 

pertumbuhan pajak bruto sebesar 99.58% dengan indeks capaian IKU sebesar 

99.58%.  

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengamankan IKU tersebut 

antara lain : 

- pengawasan bagi Wajib Pajak yang berhubungan dengan komoditi yang 

sedang naik; dan 

- memberikan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

2. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 
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Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,485,208,000,- dengan 

target persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 

5,616,932,520,000,- dengan persentase 100,01% dengan indeks capaian 

100,01%. 

Adapun tindakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian IKU tersebut 

antara lain : 

- pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak penentu penerimaan 

melalui surat maupun himbauan komunikasi informal; 

- penelitian potensi Surat Tagihan Pajak, dinamisasi, dan data matching; 

dan 

- komunikasi kepada Wajib Pajak penentu penerimaan atas proyeksi 

pertumbuhan kegiatan usaha di tahun 2024. 

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 
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Target angka mutlak kepatuhan SPT Tahunan bagi KPP Madya 

Surakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 1.807 Wajib Pajak dengan 

persentase 100%. Realisasi yang telah tercapai adalah sebesar 119.45% 

dengan 1.818 Wajib Pajak telah melaporkan semua SPT Tahunannya. 

Adapun tindakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian IKU 

tersebut antara lain : 

- melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Account 

Representative selaku pengampu Wajib Pajak terkait himbauan pelaporan 

SPT Tahunan; 

- menerbitkan Surat Teguran Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan; dan 

- menerbitkan Surat Tagihan Pajak. 

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan 

Material (PKM) 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 576,920,464,000,- dengan target 

persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 

579,401,222,000,- dengan persentase 100,43% dengan indeks capaian 

100,43%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), antara lain : 

- tindak lanjut Daftar Prioritas Pengawasan (DPP); 
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- pengawasan transfer pricing dan Wajib Pajak grup; 

- penggalian potensi sektor dominan; dan 

- kegiatan kolaborasi dengan unit lain seperi joint program. 

4. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi 

penyuluhan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 

sebesar 74% realisasi tahun 2024 sebesar 89%, maka indeks capaian adalah 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain : 

- melaksanakan penyuluhan dengan media Instagram live dan podcast 

melalui akun youtube KPP Madya Surakarta; dan 

- memaksimalkan edukasi/penyuluhan tidak langsung dengan topik/tema 

yang sedang relevan pada saat tersebut. 
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b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 

sebesar 100, realisasi tahun 2024 sebesar 120, maka indeks capaian adalah 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain : 

- melaksanakan penyuluhan dengan media Instagram live dan podcast 

melalui akun youtube KPP Madya Surakarta; 

- memaksimalkan edukasi/penyuluhan tidak langsung dengan topik/tema 

yang sedang relevan pada saat tersebut; 

- melakukan pelayanan konsultasi/helpdesk melalui aplikasi pesan 

Whatsapp (WA) yang dinilai lebih dapat menyentuh sebagian besar 

lapisan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Surakarta; dan 

- pembuatan basis data email dan nomor handphone yang valid agar 

memudahkan komunikasi dengan Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 

sebesar 90%, realisasi tahun 2024 sebesar 105.06%, maka indeks capaian 

adalah 116.73%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain : 

- menerbitkan STP sesuai dafnom yang tersedia; 

- menerbitkan STP atas pembayaran terlambat yang dibayarkan pada tahun 

2024; dan 

- memprioritaskan penerbitan STP untuk pembayaran yang nilainya besar 

dan pembayaran terlambat yang menjadi temuan BPK. 
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6. Sasaran Strategis 6: Pengujian Kepatuhan yang Efektif 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan WP Strategis 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan WP Strategis tahun 2024 sebesar 100%, realisasi tahun 2024 sebesar 

120%, maka indeks capaian adalah 120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang 

akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain : 

- menerbitkan SP2DK sesuai dengan DPP pada triwulan berjalan beserta 

menyelesaikan sebagian SP2DK atas triwulan sebelumnya. 
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b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024 untuk KPP Madya Surakarta adalah 100% baik 

dari pemanfaatan data STP maupun data matching dengan realisasi sebesar 

100.90% 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai target Persentase pemanfaatan data 

selain tahun berjalan antara lain : 

- Melakukan pemanfaatan data STP dan data matching sesuai dafnom 

semaksimal mungkin;dan 

- Aktif dalam mengolah data pemicu; 

- Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terkait data 

pemicu. 
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c. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 

 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024 untuk KPP Madya Surakarta adalah 100% baik 

dari pemanfaatan data STP maupun data matching dengan realisasi sebesar 

107% 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai target Persentase pemanfaatan data 

selain tahun berjalan antara lain : 

a. Melakukan pemanfaatan data STP dan data matching sesuai dafnom 

semaksimal mungkin;dan 

b. Aktif dalam mengolah data pemicu; 

c. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terkait data 

pemicu. 
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7. Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang efektif 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 

 

 

 

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 100%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 120% sehingga persentase capaian indeks 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target tingkat 

efektivitas pemeriksaan, antara lain : 

- berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait potensi usulan DSPP 

agar ketetapan yang terbit nilainya tidak jauh dari potensi; dan 

- melakukan monitoring tunggakan pemeriksaan kepada Fungsional 

Pemeriksa Pajak agar pemeriksaan dapat selesai tepat waktu. 
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b. Tingkat Efektivitas Penagihan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 75%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian indeks 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target efektivitas 

penagihan, antara lain : 

- digitalisasi semua produk penagihan; 

- prioritas pelaksanaan tindakan penagihan berdasarkan jumlah utang 

pajak terbanyak; 

- perubahan assign Wajib Pajak grup; 

- permintaan kelengkapan dokumen ke KPP asal Wajib Pajak; dan 

- optimalisasi tindakan penagihan dari penerbitan Surat Teguran, Surat 

Paksa, kegiatan penyitaan, pemblokiran, dan pencegahan pada Semester 

I. 
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c. Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 100%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian indeks 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target 

Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan 

pengawasan, antara lain : 

- Melakukan rapat penyusunan DSPP; 

- Mengolah DSPP dan menyandingkan dengan data 

pendukunglainnya;dan 

- Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terkait data 

pemicu. 
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8. Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang Berkualitas 

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 80%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 101% sehingga persentase capaian indeks 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target 

Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan 

pengawasan, antara lain : 

- Melakukan pembahasan terkait strategi yang akan dilakukan di periode 

berikutnya;dan 

- Rutin mengevaluasi strategi secara periodik. 
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9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 

 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 
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Target untuk Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 100%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 120% sehingga persentase capaian indeks 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target pegawai 

yang memenuhi standar kompetensi, antara lain : 

- melakukan pemantauan dan menghitung persentase jumlah pegawai 

yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan 

Pelaksana Umum di lingkungan DJP; 

- melaksanakan In House Training (IHT) yang dapat meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi pegawai; dan 

 

b. Indeks penilaian integritas unit 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 
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Target untuk Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 85%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian indeks 

118%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target pegawai 

yang memenuhi standar kompetensi, antara lain : 

- melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala oleh Kepatuhan 

Internal; 

- melaksanakan In House Training (IHT) terkait integritas pegawai 

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko 

 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 
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Target untuk Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 70%. 

Realisasi tahun 2024 sebesar 87.3% sehingga persentase capaian indeks 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target pegawai 

yang memenuhi standar kompetensi, antara lain : 

- melakukan pemantauan dan menghitung persentase jumlah pegawai 

yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan 

Pelaksana Umum di lingkungan DJP; 

- melaksanakan In House Training (IHT) yang dapat meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi pegawai; dan 

- melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dari pegawai berupa 

IHT rutin dan mewajibkan semua pegawai untuk mengikuti e-learning baik 

di STUDIA maupun di KLC. 

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 

 

 

Target capaian indeks sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar 

120% sehingga presentase capaian indeks sebesar 120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target indeks 

penilaian integritas unit antara lain : 

- melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan belanja; dan 

- melakukan realisasi belanja sesuai yang telah dijadwalkan. 
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B. Perbandingan Target & Realisasi IKU 2024 yang Masuk dalam Rencana 

Kinerja DJP 

 

 Secara garis besar realisasi 7 (tujuh) IKU yang masuk dalam Rencana Kinerja 

Direktora Jenderal Pajak telah memenuhi target yang telah ditentukan. IKU diatas 

terbagi menjadi beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu 

1. IKU pada poin 1 s.d 3 berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan unit baik 

yang bersifat rutin maupun extra effort sehingga sangat ditentukan oleh faktor diluar 

SDM yaitu : kondisi ekonomi negara, bencana alam, kondisi social, dll sehingga 

diperlukan banyak upaya yang harus selalu dikembangkan setiap waktu. 

2. IKU pada poin 4 s.d 6 berkaitan dengan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. 

Fokus utama dalam IKU ini adalah tingkat efektivitas monitoring oleh Account 

Representatif dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan 

Fungsional Penyuluh pada unit. Banyak upaya yang telah dilakukan seperti : 

Podcast Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Penerbitan SP2DK, dll. Pengoptimalan 

terkait penyuluhan dan pendampingan Wajib Pajak juga sudah dilakukan dalam 

berbagai lini, baik secara langsung maupun melalui media sosial. 

3. IKU pada poin 7 adalah IKU yang berkaitan dengan kondisi keuangan unit yang 

bersinggungan dengan APBN. Setiap kegiatan pengeluaran yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengoptimalan penyerapan anggaran 

dilakukan dalam upaya menjaga mata anggaran dari awal tahun hingga 

penyesuaian di 31 Desember. 
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C. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir 
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 Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 s.d 2024 

terdapat 32 (tiga puluh dua) IKU yang berkaitan dengan IKU Kepala Kantor KPP 

Madya Surakarta yang berdiri di tahun 2021. Sesuai dengan tabel yang di sajikan 

terdapat beberapa poin yang perlu di garis bawahi 

1. Terjadi wabah Pandemi di Indonesia pada akhir 2019 sampai pada pertengahan 

tahun 2021, hal ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional yang 

sempat melesu dan berpengaruh pada IKU yang berkaitan dengan penerimaan 

secara nasional; 

2. IKU yang berkaitan dengan kualitas pelayanan unit terhadap Wajib Pajak 

cenderung stabil dan dapat mencapai realisasi maksimal di angka 120, hal ini perlu 

dipertahankan karena di tahun 2025 kegiatan yang berkaitan dengan hospitality 

sebuah organisasi akan sangat mudah untuk dimonitoring terlebih dengan 

kemajuan media social yang masiv; 

3. Kegiatan Penerimaan tidak lepas dari tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu 

sendiri, sehingga kegiatan pendampingan dan monitoring Wajib Pajak menjadi IKU 

yang tidak kalah penting dari IKU penerimaan. Wajib Pajak KPP Madya Surakarta 

relatif lebih sedikit dibandingkan KPP Pratama, namun yang perlu di garis bawahi 

adalah kapasitas Wajib Pajak Madya adalah Wajib Pajak Besar yang tersebar 

dalam wilayah kerja Jawa Tengah II. Sehingga kegiatan monitoring dan 

pendampingan juga dilakukan dalam skala yang lebih besar juga, hal ini mengacu 

dalam tingkat SDM yang harus disesuaikan dengan Wajib Pajak Besar; 

4. IKU yang berkaitan dengan SDM Internal unit termonitoring secara terpadu oleh 

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Surakarta dan akan terus 

ditingkatkan; 

5. Target yang berkaitan dengan APBN telah direalisasikan oleh Tim Keuangan 

KPP Madya Surakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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D. Perbandingan Capaian Kinerja Unit dengan Capaian Nasional 

 

 

 

 

E. Perbandingan Target & Realisasi IKU 2024 yang Masuk dalam Rencana 

Strategi DJP 

 

 

Realisasi target-target IKU yang masuk dalam Rencana Strategi Direktorat 

Jenderal Pajak telah memenuhi target yang telah ditentukan. IKU diatas terbagi 

menjadi beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 Q4 Y-24 

Target Unit 1,17 T 

( 21% ) 

2,69 T 

( 48% ) 

2,69 T 

( 48% ) 

4,10 T 

( 73 % ) 

5,61 T 

( 100% ) 

5,61 T 

( 100% ) 

 Nasional 457,44 T 

( 23% ) 

994,44 T 

( 50 % ) 

994,44 T 

( 50 % ) 

1.491,66 T 

( 75 % ) 

1.921,94 T 

( 100 % ) 

1.921,94 T 

( 100 % ) 

        

Realisasi Unit 1,34 T 

(23.89%) 

2,75 T 

(48.98%) 

2,75 T 

(48.98%) 

4,11 T 

(73.31%) 

5,61 T 

(100.01%) 

5,61 T 

(100.01%) 

 Nasional 402,60 T 

(20,24%) 

893,89 T 

(44.94%) 

893,89 T 

(44.94%) 

1.354,75 T 

(68,12%) 

1.930,81 T 

(100,46%) 

1.930,81 T 

(100,46%) 

        

Capaian Unit 113.76 102.04 102.04 100.42 100.05 100.05 

 Nasional 88.01 89.89 89.89 90.82 100.46 100.46 
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1. IKU pada poin 1 s.d 3 berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan unit baik 

yang bersifat rutin maupun extra effort sehingga sangat ditentukan oleh faktor diluar 

SDM yaitu : kondisi ekonomi negara, bencana alam, kondisi social, dll sehingga 

diperlukan banyak upaya yang harus selalu dikembangkan setiap waktu. 

2. IKU pada poin 4 s.d 6 berkaitan dengan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. 

Fokus utama dalam IKU ini adalah tingkat efektivitas monitoring oleh Account 

Representatif dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan 

Fungsional Penyuluh pada unit. Banyak upaya yang telah dilakukan seperti : 

Podcast Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Penerbitan SP2DK, dll. Pengoptimalan 

terkait penyuluhan dan pendampingan Wajib Pajak juga sudah dilakukan dalam 

berbagai lini, baik secara langsung maupun melalui media sosial. 

3. IKU pada poin 7 adalah IKU yang berkaitan dengan kondisi keuangan unit yang 

bersinggungan dengan APBN. Setiap kegiatan pengeluaran yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengoptimalan penyerapan anggaran 

dilakukan dalam upaya menjaga mata anggaran dari awal tahun hingga 

penyesuaian di 31 Desember. 

 

F. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian 

kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian 

kinerja, antara lain: 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan 

pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak melalui STP; 

b. Mengeksekusi data turunan baik dari Kantor Pusat maupun Kantor 

Wilayah sebagai upaya pencapaian penerimaan; 

c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching; 

d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard 

restitusi; 

e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor 

usaha; 

f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, 

penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb; 

g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing; 

h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS); 
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i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah. 

 

2. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang 

menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi 

pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut 

antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian 

signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas 

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas 

sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi 

penerimaan pajak, antara lain: 

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas; 

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan 

pajak kripto,pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (PMSE); 

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu 

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; serta 

5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi 

yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN. 

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak  

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, 

terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain: 

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan 

waktu untuk bisa diterapkan secara efektif; 

2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II 

tahun 2022; 

3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan 

4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. 
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Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor 

yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah: 

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan 

kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di 

sisa tahun 2024; 

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai 

dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan 

evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP; 

c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional 

dan kantor wilayah; 

d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan 

berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak 

dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan 

e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM setiap periode guna 

menentukan strategi pencapaian penerimaan. 

 

3. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan 

melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah 

efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan 

dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan 

membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, 

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan 

efisien. 

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki. 

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan 

anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang 

akan dicapai. 

 

4. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program 

yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang 

telah dilakukan antara lain: 
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a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak 

dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga 

kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah. 

b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi 

perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan. 

c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 

Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang 

terkait dengan perpajakan. 

 

5. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi kendala 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan 

melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan 

pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan 

oleh organisasi adalah: 

a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi 

dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus 

kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas. 

b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan 

memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan 

sosialisasi kepada Wajib Pajak. 

c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi 

dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun 

budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan. 

 

6. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) 

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik 

pengguna layanan maupun penerima manfaat 

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, 

beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: 

a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian 

yang diatasi denganoptimalisasi perencanaan penerimaan, 

menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan 

menindaklanjuti laporan tersebut. 
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b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi 

kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan 

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan 

nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint 

business process). 

 

7. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat 

memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk: 

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai 

infrastruktur hijau,rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap 

golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi 

yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. 

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang 

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi 

ketidaksetaraan gender. 

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta 

program bantuan langsung tunai. 

 

8. Rencana aksi tahun selanjutnya 

KPP Madya Surakarta akan melakukan beberapa rencana aksi terkait 

dengan usaha pencapaian target IKU yang diturunkan yaitu 

a. Mengoptimalkan kegiatan pendampingan dan monitoring Wajib Pajak 

yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang lebih intens dan 

terprogram; 

b. Giat menerbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengawasinya sampai menjadi penerimaan negara; 

c. Mengusahakan sosialisasi terkait aturan-aturan perpajakan secara 

masiv dan terstruktur baik secara langsung maupun melalui media 

social terlebih dengan mendukung program CoreTax di tahun 2025; 

d. Memberikan wadah bagi pegawai dalam hal pengembangan 

keterampilan baik yang bersifat langsung maupun melalui Kantor 
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Pusat/ kantor wilayah dalam bentuk diklat, PJJ maupun IHT yang 

menunjang kebutuhan SDM; 

e. Senantiasa memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP kepada 

Wajib Pajak terutama bagi Seksi yang berhubungan langsung seperti 

TPT, Seksi Pelayanan, Seksi P3 maupun Seksi Pengawasan;dan 

f. Ikut berperan aktif dalam membangun masyarakat dalam berbagai 

aspek sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPP Madya 

Surakarta Tahun 2024 diperlukan dana yang bersumber Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA). Adapun besarnya DIPA dan realisasi penggunaan dana tersebut 

pada Tahun 2024 sebagai berikut: 

Sumber Dana Besarnya (Rp) Realisasi (Rp) % 

DIPA Rp. 9.370.565.000,- Rp. 9.131.318.037,- 95.78% 

 

Adapun Rincian penggunaan DIPA  tahun anggaran 2024 sebagai berikut : 

No Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Belanja 

Pegawai 
Rp. 903.231.000,- Rp. 804.028.000,- 89,02% 

2. Belanja 

Barang 
Rp. 7.812.344.000,- Rp. 7.672.308.506,- 98,33% 

3. Belanja 

Modal 
Rp. 654.990.000,- Rp. 654.981.531,- 99,99% 

Jumlah Rp. 9.370.565.000,- Rp. 9.131.318.037,- 95.78% 

 

Pada tahun 2024. KPP Madya Surakarta mengelola DIPA bagian anggaran 015 

sebesar Rp. 8.815.159.000,- (Delapan miliar delapan ratus lima belas juta seratus 

lima puluh sembilan ribu rupiah) terserap sebanyak Rp. 8.692.804.617,-(Delapan 
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miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus 

tujuh belas rupiah) atau sebesar 98,61%.  

 Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara. Untuk memenuhi kebutuhan 

operasional maupun non operasional telah dilakukan penyesuaian belanja pegawai 

dan belanja barang dengan mekanisme Revisi DIPA secara bertahap melaui Kantor 

Wilayah Perbendaharaan mapun Direktorat Jenderal Anggaran. 

 

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi yang dilakukan KPP Madya Surakarta di luar IKU pernah 

dilakukan di tahun 2024. Beberapa diantaranya adalah 

1. Pengelolaan keuangan yang masih berada di bawah batas maksimal dengan 

penggunaan yang diatur dan diawasi; 

2. Kebijakan terkait perjalanan dinas melalui Nota Dinas Kepala Kantor nomor ND-

1308/KPP.3213/2024 tentang Efisiensi Perjalanan Dinas KPP Madya Surakarta 

Tahun 2024; 

3. Himbauan dari Subbagian Umum untuk mematikan segala alat elektronik 

sebelum libur panjang sebagai usaha preventif hubungan arus pendek dan 

efesiensi penggunaan listrik; 

4. Pendampingan dan pemberian materi SDM oleh Kepegawaian sebelum 

menghadapi ujian grading dalam rangka mendukung perkembangan SDM KPP 

Madya Surakarta dan efisiensi SDM dalam menambah ilmu yang berkaitan 

dengan kebutuhan organisasi. 

  

D. Kinerja Lain-Lain 

KPP Madya Surakarta menorehkan beberapa prestasi tingkat regional terkait 

dengan penerimaan di tahun 2023 yang diberikan pada tahun 2024 yaitu 

No Prestasi 

1. Seksi Pengawasan I KPP Madya Surakarta, atas tercapainya IKU Penyampaian 

SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Strategis Tahun 2023 dengan 

Capaian 100% 

2. Yunus Darmono Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta, atas Capaian 

Penerimaan Pajak Tahun 2023 Sebesar 102.65% dari Target APBN (RP. 

6.063.699.085.000) dan Sebesar 102.45% dari Target PERPRES 75 (RP. 

6.075.019.947.000) 
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3. Yunus Darmono Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta, atas 

Peringkat III Capaian Kontribusi Total Penerimaan PKM Terhadap Total 

Penerimaan Pajak Tahun 2023 sebesar 8.84% 

4. KPP MADYA SURAKARTA sebagai Terbaik I dalam Kategori dengan Realisasi 

Pengemasan Dokumen Non SPT di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa 

Tengah II Tahun 2023 

5. KPP MADYA SURAKARTA sebagai Terbaik I dalam Kategori Kantor dengan 

Indeks Kepuasan Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II 

Tahun 2023 

6. KPP MADYA SURAKARTA sebagai Terbaik II dalam Kategori Kantor dengan 

Total Pengemasan Dokumen Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP 

Jawa Tengah II Tahun 2023 

7. KPP MADYA SURAKARTA sebagai Peringkat III Kantor Pelayanan Pajak atas 

Capaian Kontribusi Total Penerimaan PKM Terhadap Total Penerimaan Pajak 

Tahun 2023 sebesar 8.84% 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

  Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kinerja KPP Madya Surakarta selama Tahun 2024 dalam bentuk yang terukur 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja 

(Permenpan Nomor 53/2014). 

  Pencapaian visi dan misi tentunya tidak terlepas dari tantangan yang harus 

diakomodasikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan karena 

perkembangan di masyarakat yang terjadi begitu cepat. Sehingga seluruh jajaran KPP 

Madya Surakarta dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat, tepat, dan akurat terhadap 

perubahan.  

  Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, target 

uama penerimaan pajak netto tahun 2024 sebesar Rp. 6,193,405,672,000,- telah 

tercapai sebesar Rp. 6,195,063,171,710,- atau sebesar 100.05%. Berdasarkan standar 

pengukuran kinerja dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran KPP Madya Surakarta 

termasuk dalam skala hijau. NKO KPP Madya Surakarta pada Tahun 2024 terdiri dari 

19 IKU dengan capaian sebesar 108,65 %. 

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat 

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.  

 

 

B. Lampiran – Lampiran 

1. Kontrak Kinerja Kepala KPP Madya Surakarta Tahun 2024 

2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Surakarta sampai dengan Triwulan IV 

Tahun 2024 
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